o ) . PERATURAN PEMERINTAH
-, PENGGANTI UNDANG2 1950 No. 5.-

 PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA
~° TIMUR, Peraturan tentang penbentukan
\J Prqpiqsi'Sumatera Utara,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

nT

Yorlahangt  bahwa telah tiba waktunja untuk'memﬁentuk Daerah Propinsi

Sumatera Utara jang berhak mengatur dan mengurus runsh
tangga sendiri sebagai ftermaksud dalam Undang-~Undang No,22
tahun 1948 tentang Pemerlntahan Daerah ;

dengingat:  pasal 5 aiat (1), pasal 22 aJat (l) dan pasal IV Aturan

Peralihan Undang~Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat
“Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X Undang-undang
No, 22 tahun 1948, Undang-Undang o, 10 tahun 1948 dan FPer-
setudjuan antara Penerintah Republik Indonesia dan Penerin-
~tah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950
tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga Propinsi.

Memutuskan s
‘erujabut Peraturan Wakil Percana Menteri penggantl Peraturan Perme~

~intahan No. 8/Deg./W.K,P,M, tahun 1949 tentanL pembaglan Sumeg, sera
Utara mendjadi dua Propinsi ;

~s iTzagesahkan penghapusan Pemerintahan Daerah Kare51@enan AtJeh, Su--

natera Timur dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan. Perwakljan Rek~
jat Kervesidenan-Keresidenan tersebut ;
ilanetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara denﬂan poraturan se~
bogal berikut ¢

PERATURAN PEZMERINTAH PENGGANTI UNDANG-=
UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI
© SUMATIRA UTARG.
. BA&LB TI.
KETEMNTUAN UMUM,

Pasal lo

(1)« Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Tinur
- lapeauli - ditetapkan mendjadi Sunatera Utara,

s

Pasal 2.

(1). Pemc rintahan Danrah Pronln81 Sumatera Utara berkedudukan di-
s sa Medan, - ‘ ' ' '

f2), Dalam waktw luar biasa kedudukan itu untul sementara waktu c-
1eh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat,

Pduai _)a - .
(1). Dewan Perwakilan- Rakjat Daerab Propinsi %umatera Utara terdi--

OO

x1 dari 40 orang anggautae.

(2) Angﬁauta—qnogauta Dewan Perwakilan Ralzjat Daerah Proplnul Sus
masara Utara, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihsn,
maietakken djabatannja bersama-sana pada'tan zal ‘15 Djuli 1955,

{3), Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera
Uiara, ketiualiangrauta evala Daerah, adalah 5 oransg.
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- TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPIKBI

 SUMATERA UTARA.
Pasal 4.

(1)s Urusan rumah tangea dan kewadjiban-kewadjiban lain uebagal ter-
maksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pe-
merintahan daerah bacJ Propinsi Sumatera Utara aaalah seba@al berikut:

T

o II.
III.

Iv,

Ve

VI.
VIT.
VIIT,
- IX.

Xo

XTI,

XIT.

XIII.,
XIV,

XV,.

(2)

(3).

Urusan
Urusan
Urusgan
Urusan

Urusan

Urusan

"Urusan

Urusan
Urusan

Urusan
Urusgn

Urusan
Urusan
Urusan
Urusan

Unuri,

-Pemerintahan Umun.

Agraria,

Penzairan, DJalan-DJalan dan Gedung=Geduns.
Pertanian, Perikanan dan Kopera31.
Kehewanan.

Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perlndustrlan.
Perburuhan.,

Sosial.

Petibagian (DlutrlbuSl)

Peneransan.

Pendldlkan, Pongadaaran dan Kebudajaan.
Kesehatan. _

Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor.
Perusahaan. -

Urusan-urusen tersebut dalan: ajat (1)’d1w%ao -didjelaskan dalanm
daftar terlampir ini (Lamplran A) dan peraturan-pgraturan pelakﬁanaan pa-
da, waktu venjerahan.

Tiap-tiap waktu, dengan menzing

at keadaan urusan jang nasuk ru-

nah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang discrahkan kepads Pro-

pinsi Sumateras Utara, denzan Undang-Undang

(1).

QOWala

dapat ditambah.,

Pasal 5. .
nilik borupa barang tetap maupun tluab'tetap dan perusa=-

haan-perusahaan dari pcnerintahan daerah karesidenan jang dihapuskan ter-

agebut dia

tas mendjadi milik Propinsi Sumatera Utara, jans selandjutnja

dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daecrah dibawahnja.

(2)s

Segala

hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan terscbut nendja-—

di tanggungan Penerintah Fusat,

- Pasal 6.,

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelun diganti dengan pera-
turan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagal peraturan Daerah Propinsi;
rcratvran~peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung da-
ri berdirinja Propinsi Sumatera Utara. ' ~

- Pé

B A B III,
KETENTUAN PENUTUP,
Pasal 7.

aturan Penerintah Pengganti Undqnp-Undang ini mulai berlaku pada

tanggnl 15 Aﬂustus 1950,

A{a* Peraturan Pemerlntah Pengranti Undann—UncanL ini diketahui oleh
unum, naka 01per1nt%hkan supaja diundangkan dalan Berits Nenara.

MENTERI DALAM NEGERT,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Untuk szlinan jang serupa
Kcpala Expedisi,

Ditetapkan di JOﬂiakartd | .
pada tanggal 14 Ayugtuu 1950. -
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LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG 1950 0.5

I. URUSAN TUMUM (TAT AAUSAHA), mellputl‘

rdjsan persiapan Devan Perwakilsn Rakjat Daerah’ sendlrl ;
r;labuﬂ rentjana anggaran pendapatan dan belandJa, perhltungan
goaran pendapatan dan belandja dan hal~hal lain jang mengenai
angeLars pondabatan dan belandja ;
pequdJ an keuangan sendiri '
urusan peguval '
arsip den evpegisi
ﬁenJolldlkan anggaran nandapafan dan belandja dan perhitungan ang-
ba“an perdaratan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk di-
1,]-1;- r“-\~ ;
pengaw san -keuangan kabupaten dan kota besar

II. URUSAN PEMPRINTAHAN UMUM, neliputis

penga avasan berdjalanrja peraturan Dacrah Propinsi ;
pengawzsan berdjalannja peratura nnpefaturan jang mengenai keamanan
termac kepolisian. (ncdeébewind)
nimpinan dan pengauvasan pokeranan daerah~daerah otonoom dibawahnja;
pclaksaraan penetapan atan pcrubahan batas—batas daerah-dacrah diba-—
wahnja (medebewind) g :
urusan kewarga-negaraan (me lebewing)
vrusan kehotelan dan torisme o

ok r“wﬂan rupa-runa 1an5 tidak termasuk pada salah satu kewadjiban
(b sian) urusan lain .

ITI, URUSAN AGRARTA {DLTAH), meliputis

nenarimaan pengarahqn hak "eigendom" atau tanah- "elvendom” kopada
Regara \moucbew1nd) 4

senjeralian tanah Negara (oehec soverdracht) kepada Ddeatan—dJawataJ
atau Kenmenterian laln atau kepada, daerah otonoom (nedebewind) :
pemberian izin nmembalil nama hak "eigendom" dan Yopstal" atas tanah,
djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing
(medebewind)

ﬂﬂnéawa.an pekerdjoan daerah otonoom dibawahnja tentana afrarla (se-
beglan ada Jjang medebew1nd) : :

\J
e
.

\.-‘r-

IV, URUSAN PFNGAIRAN, DJALAN-DJATAN DAN GEDUNG—~
GEDUNG, meliputi:

kekuasaan atas pengairan umun, jalah sungai-sungai, uunbcr—sumbcr,
danav-danau dan saluran-salvran air termasuk tanah bantarannja, tepi--
tepi dan tanggulnija bescerta banﬂunan~bangunan mililk Pemerintah jang
ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengene:--
kutan, pembuangan atau penahan air jang discrahkan oleh Pemerintah
kopaog Proninsi ;
mekuasarn atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan
lain~lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerin-
tal keperla Propinsi ; '
kolansoqn atas qulwn-dJalqn ternasuk tanah-tanah, hangunan-bangunan
dan pohon--pohion dalan llngkupﬂanuJ Janw dluvrahkar oleh Pemerintak
Fevada Propinsi;
kokuas aan ates Geaununbedung Nemra Jdnb éloerahkan olch Pemorlnua‘
..L'Oq.(a.-_.‘a Pro Uln
penqorahun LQ"Subut dalam angka 1 hingga 4 dlata ada jang terma#'K
pedebewind, :



2.

penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind),

J.UunJclur*”u_war kebun pusat penjelidikan buah—buahan sajuran, obat-

4.
De

1.

2o

obatan dan tallaman perdagangan ;
pirpinan pembanterasan hana, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
ruoat propfcanaa pertanian ; : '

PerlLanan.
inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind)
penjelidikgn dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mem-
pertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian
(medebewind) : : L .

Xoperasie
Baglan~bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan,

VI, URUSAN KEHEWAITAN mollputl.:

inspeksi kﬂdaerah~dae "ah dlbawaanaa, menberd]akan pembanterasaﬁ dan
pentjezahan ponqu;» menular; ketjuali karantine dan laboratorium

* (medebewind) g

lioordinasi pembanteraSaﬂ'penjakit jang tidak menular didaerah-da~
erah cdibawahnja ‘ '
pengzawasan terhadap vetorlnalru hygiene jang mengenal daging dan.

. susu ;

nemeriksasn tiap~viap waktu atas hewan penﬂangkutan H
pengavasan terhadap penganiajaan hGde '

- pengawasan pem&liharaan babi ;

penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan daTam Negeri diluwar da-
erah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi ;
penjelens  .raan foks tatlon, koordinasi:. dan pengawasan penternakan

'+ didaerah &1bqwahn3a, penmba tezauan Dotonﬂan ﬁelap.

4,
5.
6.

VITL, URUGSAN KLR;)JINAN PERDABANGAN DATAM
NEGERT DA PERINDUSTRIAN meliputi:

Bagian~bagian jang akan dite“apkan pada waktu penjershannja.
VIIT, URUSAN PERBURUHAN meliputi:

pererimaan keterangan-kceterangan (gegevens) tentang pengangguran
dari daerah-cdaerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Ke-

‘menterian Perburvhan (medebewincd)

segala sesuotu nmengenai statlutlek pengangguran pada waktu Jan' tel
tentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebew1nd)

, menjelengzarakan pengerahan, pembagian dan pemindsghan . tenaga ¢ima-

na diperlukan, ncengenai daerahnja masing-masing (medebewind)
mengichtiarkan lapeng-lapang pekerdjaan baru sebagal usaha pemban—
terassn pengangguran (medebewing, ;

nenjelenggarakan penerangan tentasg pemilihan vak dan lapang peke:i -
diamn (modebew1nd) _

menjelengaaraian atlhqn kerdja untuk mempertinggl deradjat ketja-
kapan vak dari kaun penganggur seria tenaga muda chususnja
(nedebewind)

. pengavasan nekerqwaan daerah otonoon dlbawatha tentang urusan

perburuhan (medcbpvlnd)
Ko URUSAN SOSIAL meliputi:

m e m e a e Ve e e et 4 & .
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- XI, URUSAN PENERANGAN meliputi:

membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umwn;
men]olenooarakan nenerangan lokal H .
XIT., UPUSAN PENDTDIRAN, PENGADJARAN DAN
KEBUDAJAAN meliputi:

nendirikan dan menjelcnggarskan sekolah-sekolah rendah, ketjuali

- sekolah~-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sckolah

rendah jang diselenggarakan oleh badan~badan partikelir;

mendirikan dan menjielenggarakan kursus-kursus vengetahum umum

tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus~kursus
sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan—badan partikelir;

, nengusahakan perpustakaan rakjat ;

penghubung antara Pemerintah dan gerakan-—gerakan pemuda ;
menimpin dan menadjukan kesenian dacrah ;

- mendirikan kursus--kursus pendidikan pengadjar gura kursus-kursus

pengantar ke kewadjiban beladjar .

XIITI, URUSAN KESEHATAN meliputi:

pendidikan tenaga technis menengah/rendah ;

pekerdjaan curatief, menjelenggaraken rumah-rumah sakit pusat dan
ununm, pengawasan avas rumabh~iumah sakit partikelir; .
pekerdaaan vreventief: urusan transmigrasi dglam daerah Propinsi ;
memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan
daerah dibawahnjaé

XIV, URUSAN LATU LINTAS DAN ANGKUTAN
BERMOTOR mneliputils

inspeksi lalu~lintas;

pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);

bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
persediaan alat-alat (magezijn :
penjelenggaraan angkutan untuk dinas;

penjelenggaraan angkutan untuk umum;

X7, TURUSAN PERUSATAAN mellputl.

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi

- menurut kebutuhan,



SALINAN.
RHe LEMBARAN - NEGARA
REPUBLIK INDONESIA.

No, 42, 1955, SUMATERA DAuRAH-DAJ..IJ&H OTONOOM PROPINSI R
- - PEMBENTUKAN Undang~-undans Darurat No.1l6
tahun 1955, tentang pengubahan Peraturan
Penerintah Pengganti Undanz-undang. ten—
tang penbentulkan daerah-daerah otonoon -
Propinsi di Sunmatera (Pendjelasan dalan .
Tanbahan Lenbaran-~Negara No.855)

PREUIDBN REPUBLIK INDONEGIA,

Meninbangs bahwa untuk menambah lantjarnja pewerlntahan daerah~daerah
otonoon Propinsi di Sumatera,periu segera nengadakan perubahan dan tartha-
han dalan Peraturan Penerintah Peﬂfganti Undang-undang uentang penbentuken

-

daerah~dacrah otonoon Propinsi. di ouatelu,

Menizbang pulas bahwe berhubung dengan keadawn—keadaan jang mendesalt
perlu peraturan ini ditetapkan dalam suatu Undang-undang Darurat;

-

,Mongingat:' ;
a, pacal 96‘ 131 dan 142 UndJ.nr*-undanrr Dagar Scmentqra,

b Undanh'--unaanb No,22 tahun 1948: C _

Ca Perqmuran Pemerlntah pengeantl Undans-undang Noo.3, 4 dan 5 tahun 1650:

/
i

MEMUTUSKAN

Menctapkan:

- Undang-undang Darurat tentang Perubahan Peraturan
Penerintah pen-yanti undang-undang tentang
Penbentukan daeran-daerah otonoon
Propinsi di Sunmatera.

Pagal 1.

(1) Perutufan Penmerintah Pengganti Undang—-undang No.5 tahun 1950, diktun
submlﬂgesudah kata FWEMUTUSKAN" Ulhbah sehinoza berbungl gsebapgai berikut:

~I Mentjabut Peratupai Wakil Perdana Menteri Penggantl Peraturan
Peperintah No.8/Des/W.K.P.M.tahun 1949 tentang pembentukan Propin.-
" sl Atjeh dan Pcfaturln Wakil Perdana Mentcri Pengganti Peraturan

Pepmerintah No. 9/Deu/W K.P.M, tahun 1949 tentans pembentukan Propi:-
gi Tapanuli-Sunmatera Tirmr", _ :

”(2)ﬁPe1aturan Pemerintah Pengoanti Unﬂan*«Undanb No 3,4.dan 5 tahun 195C
sesudah pasal 4,Da91nc—mqu1rv ditambah denjan satu’ pasal baru(pasal
'4a) jans berbunji sebagail berikut: .

" Pacal 4a, ‘.
(1) Dengen tidak mengurangi ketentuan-kctentuan dalan pasal 4
diatas,malka- P01orlntﬂh Dacrah Propinsi-berhak pula mengatur
dan nengurug hal-hal ternasuk kepentingan -daerahnja jang t7-
“dak diatur-dan- dwuruu oleh- Penerintah Pusat,ketjuali apebi
- la kcmud¢ah.“lnh Inratoran ﬂcrundﬂnﬂan ;qng lebih tinagi
tln*katqnn]a dlddckln &ctentuan l 1n. v :

Ly -



2.

(2) alam menj olonﬂr reken hal-hel termesuk dakam ajat
(1) rreninst menelicutd nrmund'"h-netua(JUu janpg diheria-

V5 ew

kan oleh Tenerint~h Fusat,

(3) Pasnl 5 Peraturan Pemerintsh ponpgﬂntu Unnpnp-vnranv
Mo. 3,4 4an5 tahun 1950 diubah sehinses bovrbunji sobaesi

bprlkut. o
T as al 5.

(1) Serrla milik herups bairansg tetap maunun herurs harans
hergerak Asn perusahcan-peruschaen dari Proninsi se-
helum Berlak01]a Pepaturan Cemerintnh pensrenti :
UnAdangeunidang ini avauv dari pemerintah “aerah Kere-
sidenan jane dihanuskesn tersebut Adiatns, janra”s pada
sant mulai terlaltnja Peraturan Pemerintsoh penprentd
Undang-urtanes ini, mondjadi milike ﬂqr tangrunsaon
'rtninsi. °

(2)Serala hutanr-pivcane Jarid Prc“*nsi sebelun berlakunja
Peraturar Femevintah “Hnr{qn Unﬂﬂn?nanAﬁny iri '
atru Aari rererinvel:r dacrah 197001ac”an jang “ihapue-
¥en tersetui diztns mond jedi tanfeunran dan vrusan
Temerintoh Fucat. '

(B)PL?JP|°GJLUA s02l~cral jang timhul menpenal hal-hsl Jan~
tersebut ‘alam ajes (Lidapal diminta kennsda Pemerintah

- Pusat™. « .

(4) Peraturan Pemerint»h_Ponﬁﬁﬁnti Undang-undeng Yo, 2.4 dan
5 tahun 1750 sesu’ah passnl 5 nos inp~masinn Aitamh~h deneon

satu pasnl baru(-aosal ~qp 2ia rHunji sehapai berikut:
- .
Pnsal 5a.

{1) Pepawai-nerawal I-ng telah 7i\nrkﬁu cleh Propinsi se-
‘helurn berlakuanla Jersturen Pemerinteoh p°“'.anu1 In=-
Anpr-undens ini, absu janfF teiah Aianpkat oleh Pemord r~
trh Anerah Kercdicdensn Jans Aihanuskesn tp,a9¥Uu diata
Jan? masin ada padafaat “rilad o“rlzxung" Peratuian

emerlgbzh ibnp,unu. n‘;~~_4nrpwg *nﬂ'renJJaﬁﬂ
negownl Ironinnls:

‘enjelesoian rostieonel Jane timbul monecnal bhal-hal o

(2) Penjelesn b timbul m 1 hal-hal ;
tersebut dalém ajat (1) “iatas, dapab diminta kepa“a
Pemerintah Tuvancth. : :

(5) Pasal 4 Persturan Fomerintah Pénreanti Indane-undens

Yo. 3,4 dan 5 tabun 197 o nasine-masing Aiuvhah dan dipanti:

1.,

S@h;nF?a bertunji setarni herikut:

Semua peraturen, toeransuk pnla Keuren 2r repglementen
van nolitie" sebaral_der raksu ' dalam Staatshlad 1932 Mo ,A10
Jo. Staatshla® 1038 Vo, 552, jonp herloku sarnai sant nu‘e
horlakunga Feirnturan !omnrwntah penrrantl Uﬂﬁancmunﬂnnﬂ
ini, qenaq'ﬁuur polnuurﬂ"~pcr turan tersetut menpatuvr hal-

"~ hal janes menu sifat n]a-hermusu% urusan rumah tangga
“Udan kewad i an l"nﬁ"nJ“ vebagal dimaksud Aalsnm pasal-pasnl
L an La, herlaiu Serus ‘idnerah hukumnja sermula sebapal
peraturan dacerch Prrﬂan ., don dapat diutsh, ﬂlpanux atau

Mtrrik kembhall oleh Tewan rerwakilan Rakjat " aerah Fropinst®
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Pasalll.

: Undanr—undﬂnp Jarurat ini mulal berlaku pada hari diundang-
kannja dan berlaku surat mulal tanggal 15 Au ubtns 1950 '
Agar setiap orang dapat mengetahuinja, memeriutahkan Po=.
ngundangan Undang-undang Tarurat ini- dengan penempatan dalam
Lembaran-llcara - Repuplik Indonesia,
“itetapkan di DJ“ Xk a2l
pada tangeal 11 Agactus 1955,
: Wakil Presiden Republik
' Indonesia,
MOHAMMAT: HATTA,

Menteri Talam Negeri
SUNARJO.
) :1undanpkan
pada tanggal 31 Aqustus 1055.

Menteri Kehakiman,
LOEKMAN WIRIA "INATA,

Untuk salinon jang ooruva.-
Kernala expeditie1

o o - .
L

K / ..,'
" . L

r"/’ ‘
-~ :(-""” T_. rIo Amin,.

- > 4 4 2o A @D 2 P o =
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T3 BARMT = Fi2GARA RoT.

Yo, 855, = - SULATORA, Ju.P“h.lb,*l OT0ECOL. PROPINST,
) P RAFTUVAR . Pend jelasan Undang-Undang
"Darurat Mo, 16 tahun 1955, tentang pengu-
. bahan Peraturan Pemerlntah Pengganti Un-
' dang-undang tentang pcrbentuhan daerah-

HJerah Propinsi d1 oumatera.

CPOWDIAL SAIT.

1, Umumn

Penwelenpgaraal pemerlntahan daeral berdasarkan Undang—undang
Republik Indonesia 10.22 tehur 1948 telah berdjalan hempir lima
(5§tahun Dari Den;aldmaqﬁltu tampaklah segala lexuranqan—kekurangaﬁ
dan kesulitan-kesulitan dalam peraturan undang-undang jang berlalu,
jong sedikit banjak mempengaruhi penjelenggarasan didaerah-daerah
otonoom tersebut. '

- Selain dari paqa itu,dalam Peraturan Pemerintah penggantl Un-

dang-undang tentang pembentukan daerah otonoom berdasarkan Undang-
undang 10,22 tahun 1948 itu ditentukén dengan tegas,bahwa neratu—
ran-peraturan daerah jang ada sebelun berlakunja Peraturan Pemerin-

_tah pengganti Undang-undang . pembentukan tersebut tidak berlaku le-~
“gi sesudah lima(5) tahun terhltung dari walktu berdirinja daerah
jang bersanglkutan,ketentuan mana 'akan menimbullan keésulitan bila

tidak diambil tindakan jang seperiunja sebelun masa itu berlaiku.
Berhubung dengan itu,sanbil menunggu lz¢luarnja Undang-undang

’_tentaag pokok-pokok pemorlntahan deerah jang baru dan Undang-undang
tentang perimbangan keuargan antara legara dan Jaersh,perlu kira-

nja diadakan tindakan-tindekan jang dapat nengurangi serula kesu-

litan-kesulitan seperti dimeksud. dan nembantu daerah— daerah oto-

noom itu untuk lebih melant jarkan pengelengguraan pemerintahannja.
- Palah satu djalan untuk nentjapai tudjuan itu,ialah memperba-

.1L1 Peraturan Yemerintah nenggantl Undang-undang pembentukan dee--
“rah-otonoom jang berlaku dewasa ini,dimana dipandeng perlu.

- .Adapun kesuliten-kesulitan dglam praktek jang disebabkan karena
tidak lenglannga peraturan-peraturan Undanp—undaﬂy'3¢ng berlaku de~

- wasa ini,adalah terutama mengenal soal~socal seperti dibawah ini:

1. Tidek adania ketentuan delem veraturan Undaﬂg—undanﬂ tersebut

jang memberikan hek kepada daerah—daerah otonoom untuk mengd-:
tur dah nengurus urusan-urusan jang mengenai kepentingan dae—
rahnja nmasing-mesing jang termasuk lapangan kosong(braakll ;e
de terreinen), jaitu urusan-urusan jang hingga dewasa ini- bolum
atau tidak dlattr dan diurus oleh Pemerlntah rusat.

2. Tidak lengkapnja ketentuan dalam peraturan Undang-undang terse= -
but jang menentulian tentang kedudukan dari oevaturan—peraturan
jang masih berlaku sebelum berlalunja Peraturan Femerintah pe:
ganti Undang-undang pembentukan daerah-ﬂaerah otonoom menurut
Undang-undanr No.,22 tehun 1948 itu.

3. Tidak lengkapnja ketentuan dalam peraturan—peraturan Undanp—u1
dang tersebut jang menentukan tentang hal-milik dan® hutang-piv-
tang dari daorah—dacrﬂh otonoom jeng sudah ada sebelum berlalku-
nja Peraturan *emerintal pengganti dndarg—Undang pembentukan
menurut Undang-undang uo 22 tahun 1948 itu.

4., Tidak adanja ketentuan dalam peraturan Undanp-uhdang tersebut

- jang.menentuken tentang status dari pegawal—pegawal jang telah

diangkat oleh daerah-daerah otonoom jang sudah ada sebelum ber-
lakunja Peraturan Femerintal: pengganti Undang-undang pembentu—

Tan menmryut Undang-undangs Wo. 22 tahun 1948 itu.
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etentuan bahwa sekalian peraturan deerah jang ada sebelum
berlakunja Teratuban Temerintah pengganti Undang-Undang perben-
tukan berdasar Undang-undang Ifo.22 tahun 1948 itu akan bérhenti
berlaku setelah 11ma?5) tahun kemudian dari pada waktu berdiri-
nja-Daerah - jang- bersangiutan mengakibatkan,bahwa sctelah masa
itu herlelu,akan -terdapatlah kekosonpan(vacuum)dalam gsekian ba-
ngak_lapanqan pemerintahan, oleh karena belum lagi semua peratu-
ran-peraturan tersebut diganti atau diubah oleh dgerah jang ter-
sangkutan, sebagaimana dimaksudkanr oleh Peraturan FPemerintah porw—

antl Undanp—undang pgmbentukan Dzerah-daersh jang bersangkutan
itu sendiri.

Berhuhunﬂ'dengan itu perlulah pembatasan waktu oerlakunJe ne=

i raturan-percturar itu” dltladakan den- diserahkan  sadje kepada Da-

erah jang bersangkutan untuk menarllnga kembali,mengganti atau

- mengubahnja, sesuai dengan kcadaan.
CTidak’ adanJa ketentuan dimaksud “alan anﬂka 1 dlatas mengaklbat—

kan,bahwa perkembangan peraturan didaerah- dderah, terutama bang-
Pltnga autoactiviteit daerah—ﬂaerah terhalang,oleh karena sig-
tin " materiele huishouding™ jang dianut oleh Urndang-undang lo.
22 fahun 1948 jo.Peraturan Femerintah pengganti Undang-undang
pembentukann ja, tidak memungkinkan daerah-daerah -otonoom .tersc-
but untuk mengat r dan mengurus hal-hal jeng baru timbul didae-
rahnje dan jang belum atau tideak diatur oleh’ emerinteh Pusat

~danTdjuga helum diserahian kepada daerah otonoom tersebut (1o~

pangan kosong).

“erhubung dlengen 1tu,per3u1ah Kepada daerah-daerah otonoom
diberikan dzsar hukum untuk mengadal-an tindakan-tindaken jeng
Aipandeng perlu dalam hal-hal jang termasuk dalam "braskliggen-

"~ de terreinen” itu,sebagaimana telah diatur pula bagi daerah-

daerah otonoom jang dzhulu,pun pula sekarang ini bagl Haeral
dzeralr otonoon di *“alimantan.

Tidak lengkannga ketentuan termalzsud dalam angka 2. mengakibat—

kan timbulnja persoalan-persoalar mengenai peraturan-peraturan
jang tidak tersebut didalam ketentean itu,misalnja "leuren en
reglementen van Politie", atau peraturan-peraturan daerah jang
mungkin telah diadakan oleh Fropinsi sehelum berlakunja-Yera-
turan Pemerintah nenygantl Undang-undang pembentulkan dacrah jang
bersangkutan, seperti misalnja siapekah kini berhak merubeh me=

- nambah dan ment jabut peraturan-peraturan tersebut.

Berhubung dengan itu perlulah diadalkan ketentuan jang tcgqs

 dalam peraturan Undapghundang untuk menghindarkan segala kesu-

- litan juridis seperti jeng dimaksud. Dalam Undang-undang  Jerurat

d.

ini Aditegaskan,bahwa peraturan-peraturan jang lama itu terus
berlaku dalem daerah- hukunnga sermula, sebagal peraturan daerah
dari daerah-daerah otonoom j&rg sekarang telah dibentuk itu,dan
derat diubah, dlgantl atau ditarik kembali oleh pencuasa(D. 1.g.ﬂ
dperah otonoom jang beroangkwtan.Dengan adanja ketentuan ini,me-

" ka perkembangan daerah otonoom dalam lapangan hukumnja dapat

lebih terdjamln..

Tidak 1eppknpn3a ketentuan Hlma5S1d dalan anvka % diatas,dapat
mengekitatkan timbulnja kesulitan~kesulitan ba"1 daerah-daerch
otonoom jrng sudah dibentuk menurut Undang—undanw Ho.22 tahun
1948 itu, alam menjelesaikan soal-soeal jang berhuburgan de-
ngan hak—milik deri daerah=-daerah otonoom jang lama.

Berhubung dengan itu,dalam Undang-undang Yarurat ini di-
'tegaskan bahws, segala mlllk darl semua dadersh-daerah otonoon
jeng lema,baik Jari Iropinsi naupun dari pemerintah daerah Ile-
residenan,mendjadi milik Propinsi.dan mengenai hutang-piuvteng
dlngatakan bahwe segala hutan"-plutang dari semua deerah-dee-
rah otonoom jang lema,baik Frozinsi maupun dari Femerintah de-
erah keresidenan, mendgadl tanggungan dan urusan femerlntah
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jang meneruskan pekerdjaannja pada daerah-daerah otonoom jang
baru dibentuk,Cleh karena itu,perlulah mengenai hal ini 4juga
diadakan svatu ketventuan jang tegas, jang mendjamin kepentingan
deri pegawai~-pegawal Jang bersangkutan.

Berhubung dengan itu,dalam Undang-undang Derurat ini ditetap~
kan, bahwa pegawai-pegawai dari deerah-daerah otonoom jang lama
itu nmendjani pegawai-negawel dari deerah-daerah otonoom jang ba-
ru,ketjuali mereka jang telah mempunjai status lain berdasarkan
peraturan jang sjah,

Apabila penjelesaian 'soal ini menimbuklan kesulitan,meka olel
Undang-undang darurat ini diberiken kerungkinan kepada deerah-~
daerah otonoon untuk meminta bantuan dari ‘Pemerintah Pusat da-
lam menjelesciken kesulitan-kesulitan tersebut.

Selain dari pada itu,perlulah liranja didjelaskan,bahwa jang
dimaksud dengan istilah "peraturan undang=-undang" delam Undang-
undang Yarurat ini,ialah "Undang-undang", "Undang-Undang Daru-
rat" dan ”?eraturaanemerintah"(bahasa Asingnja "Algemene ver-
ordeningen),sedangkan jang diraksudkan dengan istilah "pera-
turan perundangan” ialah "wetteli jke regelingen”(4jadi peratu-
ran Undang-undang den djuga peraturen deerah).

IT. Pasel deni nasal:
Fasal I.

Ajat (1):

Lebelum berlakunja Yeraturan Yemerintah pengganti Undang-
undang fo.5 tzhun 1950 tentang pembentukan Proninsi Sumatera
Utare,Sumatera Utara adalah terdiri dari dva Propinsi, jaitu Pro-
pinsi Atjeh jang Adiberntyk dengan Peraturan Wakil Perdana liente-
ri pengganti feraturan Pemerintah Wo.8/Des/W.I.P.il, tahun 1949
dain Propinsi Tapenuli Sumatera Timur jang dibentuk dengan Fe-
raturan YWakil Terdana Menteri fengganti Feraturan Yemerintah
H0.9/Des/%W. . ¥ .0, tahun 1949, ~ -

Yalam Teraturan femerintah pengganti Undang-undang No.5
tahun 1950 tentang pembentukan Fropinsi Sumatera Utara,kepada
fropinsl tersebut _diatas didjadikan satu,tetapi jang ditjabut
dengan Yeraturan Yemerintah tersebut hanjelah peraturan peuben-

tukan Propinsi.atjeh.
' Dengzan nerobhahan jang diedakan dalam ajat ini,ditjabutlah
peraturen pembentukan kedua Propinsi terselr t.

Ajat (2):

Iihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 1 dan alinea ke 6 sub
b. .
Liat (3):

- Lihat pendjelasan umum alinea ke 5 sub 3 dan alinea ke 6 sub
b. ‘

Ajat (4):3 ‘ . .
Lihat nendjelasan umun alinca ke 5 sub 4 dan alinea ke 6 sub

e.
Ljat (5): _
© Lihat pendjelasan urnum alinea ke 5 sub 2 dan alinea ke 6 sub
C. :
Pasal 11,

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undaeng Uarurat ini dinjata-
kan didjalanken surut mulai pada tanggal 15 Augustus 1950, jaitu
pada hari bverlekunja feraturan ~emerintah pengganti Undang-un-
deng pembentukean daerah-daerah otonoom jang bersangkutan,untuk
menglegalisir tindakan~tindaken daerah jang teclah diambil sebe-
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